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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu jalan yang ditempuh 

Indonesia untuk mencapai suatu tujuan dalam memajukan kesejahteraan umum 

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada 

alinea ke-4.1 Pada pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, salah satu hal 

yang menjadi minat yaitu pada bidang ekonomi atau industri kreatif.2 

Pemerintah di Indonesia memberikan perlindungan pada ekonomi kreatif yaitu 

dengan adanya pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak 

Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak eksklusif yang muncul terhadap 

individu atau kelompok individu yang telah menuangkan kemampuan pikiran 

mereka sehingga menjadi suatu karya intelektual.3  

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights 

(IPR) tidak digunakan lagi di Indonesia, hal ini dapat dilihat pada Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 25 Bagian Ketujuh Peraturan 

Presiden menyebutkan “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual” bukan 

 
1Lihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.  

 2Mayesha Andriana, dkk, “Kewajiban Mediasi Sebelum Gugatan Ganti Rugi Perdata Atas 

Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia”, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Fakultas 

Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 10 No.2, 2021, hlm. 158.  

 3Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB University, Pengertian KI dan HKI, 

https://dik.ipb.ac.id/ki-hki/, pada 21 Januari 2022. 

https://dik.ipb.ac.id/ki-hki/
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Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.4 Hal tersebut menjadi alasan 

istilah Kekayaan Intelektual (KI) mulai digunakan pada saat ini. 

Hanya sedikit orang di dunia yang diakui sebagai pemilik suatu hak cipta 100 

tahun yang lalu, di antara mereka yaitu seorang seniman misalnya seorang 

penulis, pelukis, dan musisi. Hingga saat ini, orang-orang yang terlibat dalam 

kegiatan kreatif tersebut hanya terbatas pada para profesional, dan mereka yang 

memanfaatkan karya mereka juga terbatas pada beberapa jenis industri seperti 

media massa, perusahaan film, dan sebagainya. Dengan kata lain, jika 

masyarakat umum tidak tahu tentang hak cipta, maka mereka tidak akan tahu 

betapa pentingnya hak cipta di kehidupan sehari-hari.5 

Kemerdekaan Indonesia memengaruhi peraturan mengenai hak cipta yang 

telah berlaku sejak zaman pemerintahan Kolonial Belanda yaitu Auteurswet Stb. 

No. 600 Tahun 1912, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1982 tentang Hak Cipta.6  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 menjadi salah 

satu produk hukum Indonesia dalam menggantikan peninggalan dari hukum 

Kolonial Belanda walaupun 5 tahun kemudian undang-undang tersebut dengan 

berbagai pertimbangan terpaksa harus direvisi ulang karena beberapa hal dinilai 

belum sesuai dengan tuntutan hukum yang ada di masyarakat.7 Setelah terjadi 

beberapa kali revisi terhadap undang-undang hak cipta, maka pada waktu ini 

 
 4Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI), 

Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 14. 

 5Hozumi, Tamotsu, ASIAN Copyright Handbook Indonesian Version, Jakarta: Ikatan 

Penerbit Indonesia (Ikapi), hlm. 42. 

 6OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), 

Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 3-4. 

 7Ibid. 
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undang-undang hak cipta yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta.  

Hak cipta merupakan suatu kebebasan kreativitas yang dijamin 

perlindungannya oleh hukum. Seperti tercantum pada Konvensi Internasional 

PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.8 Kecerdasan intelektual 

masyarakat di suatu negara sangat ditentukan pada seberapa baik individu di 

negara tersebut menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak mudah bagi 

mereka untuk menciptakan karya yang berkualitas dan memiliki nilai yang 

tinggi, semuanya membutuhkan banyak tenaga dan sering kali memakan biaya 

yang tidak sedikit dalam mengerjakan suatu karya. Oleh karena itu, sudah 

sepatutnya karya yang diterbitkan tersebut dihargai dengan memberi 

perlindungan hukum.9 

Perlindungan hukum hak cipta tidak dapat diberikan apabila karya tersebut 

hanya tertuang pada ide atau gagasan saja, namun harus ada suatu perwujudan 

dari ide atau gagasan tersebut.10 Maka pada Undang-Undang No. 28 Tahun 

2014, dirumuskan bahwa:11 

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”. 

 
 8Hozumi Tamotsu, Op. cit, hlm. 2. 

 9OK. Saidin, Op. cit, hlm. 195. 

 10Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 

Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2020, hlm. 

15. 
11Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.  
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Ada persyaratan agar seseorang yang memiliki ciptaan atau pencipta dapat 

melakukan perlindungan hukum terhadap suatu ciptaannya, antara lain:12 

1. Fixed, berdasarkan doktrin fixation, apabila seseorang ingin dilindungi oleh 

Hak Cipta maka pikiran atau gagasan tersebut harus diwujudkan dalam entitas 

yang sebenarnya.   

2. Form¸ melihat pada fixation suatu ciptaan haruslah memiliki bentuk tertentu 

(form). 

3. Original, dapat dikatakan bahwa ciptaan tersebut merupakan karya yang baru 

atau tidak pernah ada sebelumnya. 

Dasawarsa terakhir perubahan teknologi membuat semua bidang hampir 

dibuat menjadi serba digital mulai dari sektor kesehatan sampai pada sektor 

hiburan.13 Perbedaan dapat dirasakan dengan adanya era digital yang membuat 

gaya hidup manusia lebih praktis, baik dalam menerima maupun mengirim 

informasi ke berbagai belahan dunia.14 Salah satu teknologi yang mengalami 

perubahan tersebut yaitu internet. Meluasnya penggunaan internet di segala 

bidang juga menimbulkan akibat positif maupun negatif yang tak dapat 

dihindari.15  

 
 12Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 

op.cit. hlm. 16. 

 13Desak Komang Lina dan I Gusti Ngurah Parwata, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap 

Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube”, Kertha Semaya: Journal Ilmu 

Hukum Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 7 No. 10, 2019, hlm. 2. 

 14Murni Eva Marlina Rumapea, “Tantangan Pembelajaran Musik pada Era Digital 

(Challenges of Learning Music in Digital Era), Gondang: Jurnal Seni dan Budaya Program Studi 

Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Vol. 3 No.2, 2019, hlm. 

102. 

 15Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana, “Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang 

Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Acta Jurnal: Jurnal 

Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an Universitas Padjadjaran Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 223.  
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Teknologi juga berdampak pada hak cipta, khususnya pada lagu dan/atau 

musik. Sekarang, siapa saja dapat mengakses lagu dan/atau musik yang tak 

terjumlah adanya.  Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musik 

merupakan seni dalam menyusun nada sehingga memiliki kesatuan. Merujuk 

pada Pasal 40 ayat (1), musik dan/atau lagu menjadi suatu ciptaan yang 

dilindungi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.16  

Pencipta musik atau lagu memiliki hak eksklusif atas ciptaannya yang tidak 

dapat dialihkan atau digunakan tanpa izin pencipta. Sekalipun hak cipta telah 

dialihkan, pencipta tetap memiliki hak moral atas ciptaan tersebut.17 Sedangkan 

hak ekonomi yaitu hak pencipta dalam mendapatkan keuntungan dari 

ciptaannya.18 Hak ekonomi yang telah dialihkan kepada pihak lain selain 

pencipta tidak menghilangkan hak moral pencipta atas ciptaan tersebut.19  

Pada Pasal 9 ayat (1) dirumuskan bahwa:20 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

memiliki hak ekonomi untuk melakukan: 

a. penerbitan Ciptaan; 

b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 

c. penerjemahan Ciptaan; 

d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; 

e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 

f. pertunjukan Ciptaan; 

g. pengumuman Ciptaan; 

h. komunikasi Ciptaan; dan 

 
 16Komang Ardika dan Marwanto, “Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran 

Serta Keberadaan Pengunjung yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer”, Kertha Semaya: Journal 

Ilmu Hukum Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 7 No. 6, 2019, hlm. 

4. 

 17 Ermansyah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm, 

8. 

 18Ibid.  

 19Gracelina Jesyca Carmety Nyaman, dkk, “Perlindungan dan Pengelolaan Hak Royalti 

Pencipta Melalui Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021”, Wijayakusuma Law Review Fakultas 

Hukum Universitas Janabadra, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 3.  
20Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.  



6 
 

 
 

i. penyewaan Ciptaan. 

 

Pemanfaatan terhadap musik dan/atau lagu harus atas izin dari pencipta, 

khususnya apabila musik dan/atau lagu terkait digunakan untuk sesuatu yang 

bersifat komersial. Penggunaan komersial yaitu memanfaatkan suatu ciptaan 

dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.21 Salah satu 

pemanfaatan yang sering kita temui yaitu memutar musik dan/atau lagu dan 

melakukan pertunjukkan musik dan/atau lagu pada layanan publik yang bersifat 

komersial, seperti kafe maupun restoran agar pengunjung dapat menikmati 

hiburan tersebut.22 Pemutaran dan pertunjukkan lagu dan/atau musik yang 

dilakukan layanan publik bersifat komersial harus membayar royalti melalui 

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).   

Menurut situsnya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) 

merupakan lembaga pemerintah yang berwenang untuk menarik, menghimpun, 

dan mendistribusikan royalti bagi pengguna komersial yaitu layanan publik 

bersifat komersial. Hal tersebut seperti yang telah diatur dalam:23 

a. Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 

b. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; 

c. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan 

Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. 

 
 21 Komang Ardika dan Marwanto, loc. cit. 

 22Ibid. 

 23Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Seputar LMKN, diakses dari 

https://www.lmkn.id/faq/, pada 04 April 2022. 

https://www.lmkn.id/faq/
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Pemilik hak royalti pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terbagi 

menjadi dua, yaitu:24 

1. Pemegang Hak Cipta 

Pemegang hak cipta adalah orang yang pertama kali menciptakan ciptaan, 

pihak yang secara sah memperoleh hak dari pencipta, atau tiap orang yang 

kemudian memperoleh hak tersebut dari pihak yang telah memperoleh hak 

secara sah. 

2. Pemegang Hak Terkait 

Pemegang hak terkait dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Produser Fonogram 

Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang menjadi 

pencipta asli suatu rekaman, baik rekaman pertunjukan maupun rekaman 

jenis suara lainnya. 

b. Pelaku Pertunjukan 

Pelaku pertunjukan adalah seorang atau sekelompok individu yang 

menampilkan dan memamerkan suatu karya. 

Pengumpulan dan pendistribusian royalti lagu dan/atau musik tidak hanya 

dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) saja, namun 

juga dapat dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Menurut Pasal 

17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018, Lembaga 

 
 24Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Pemilik Hak, diakses dari 

https://www.lmkn.id/pemilik-hak/, pada 12 Mei 2022. 

https://www/
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Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat menyerahkan wewenang kepada 

LMK sejenis yang ditetapkan oleh komisioner LMKN. 

Perhatian para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang 

banyak memanfaatkan lagu dan/atau musik sebagai salah satu daya tarik 

terhadap bisnis yang dijalaninya, menaruh perhatian terhadap pengesahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.25 Pelaku UMKM merasa 

keberatan dengan adanya peraturan tersebut karena penghasilan yang tidak 

menentu selama pandemi. 

Berdasarkan situs resmi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), 

terdapat beberapa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) telah terdaftar di 

Indonesia. 

Tabel 1.1 

Daftar Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia 

 

No. NAMA LMK 

1. Karya Cipta Indonesia (KCI) 

2. Wahana Musik Indonesia (WAMI) 

3. Royalti Anugerah Indonesia (RAI) 

4. Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) 

5. Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI) 

6. Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI) 

7. Star Music Indonesia (SMI) 

8. Performers Rights Society of Indonesia (PRISINDO) 

9. Anugerah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO) 

10. Pencipta Lagu Rekaman Indonesia Nusantara (PELARI) 

11. Penyanyi Profesional Indonesia Timur (PROINTIM) 

Sumber:https://www.lmkn.id/, 2022 

 
 25Fitri Novia Heriani, Pemerintah Tegaskan Pengenaan Royallti Untuk Lindungi Hak 

Cipta, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-tegaskan-pengenaan-

royalti-untuk-lindungi-hak-cipta-lt60715a5e745e8, pada 03 April 2022. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-tegaskan-pengenaan-royalti-untuk-lindungi-hak-cipta-lt60715a5e745e8
https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-tegaskan-pengenaan-royalti-untuk-lindungi-hak-cipta-lt60715a5e745e8
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Pemerintah sudah memaksimalkan perlindungan terhadap hak cipta dengan 

terus melakukan perbaikan agar sesuai dengan perkembangan yang ada di 

masyarakat. Pada 30 Maret 2021 Presiden Republik Indonesia mengesahkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak 

Cipta Lagu dan/atau Musik.26 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 

dibentuk untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Adapun rumusan-rumusan pasal 

tersebut yaitu:27 

1. Pasal 87 

a. Pada ayat (1) merumuskan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak 

terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) agar 

mendapat hak ekonomi dari layanan publik bersifat komersial (pengguna); 

b. Pengguna membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif; 

c. Pengguna menyimpulkan kontrak dengan Lembaga Manajemen Kolektif, 

yang mencakup kewajiban membayar biaya royalti; 

d. Tidak dianggap melanggar apabila telah melakukan kewajiban ynag 

timbul dari perjanjian. 

2. Pasal 89 

a. Membentuk 2 Lembaga Manajemen Kolektif nasional yaitu untuk 

kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait untuk mengelola royalti lagu 

atau musik; 

 
 26Komang Ardika dan Marwanto, loc. cit. 

27Lihat Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.  
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b. LMKn berwenang dalam menarik, menghimpun, mendistribusikan royalti 

dari pengguna; 

c. Dalam melaksanakan pemungutan perlu dilakukan koordinasi dan 

penetapan besaran royalti yang harus dibayarkan sesua idengan praktik 

yang berlaku berdasar keadilan.; 

d. Penetepan royalti akan disahkan oleh Menteri. 

3. Pasal 90 

“Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta atau pemilik hak terkait 

Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit 

kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit I (satu) tahun 

sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui I (satu) media 

cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik”. 

 

Rumusan pada pasal-pasal di atas menjadi acuan yang mana diperlukan suatu 

penyusunan sistem pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang 

dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.28 Selain itu, Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dibuat tidak hanya untuk melindungi hak 

yang melekat pada sebuah karya berupa lagu dan/atau musik saja, namun 

Peraturan Pemerintah mengatur lebih spesifik mengenai penggunaan secara 

komersial lagu dan/atau musik yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tak luput dari 

perhatian masyarakat yang berkecimpung di dalamnya, seperti kalangan artis 

maupun akademisi yang mengikuti perkembangan terhadap pengenaan royalti 

lagu dan/atau musik. Tak hanya itu, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 

 
 28JDIH KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI, Layanan Publik 

Wajib Bayar Royalti, diakses dari https://jdih.maritim.go.id/layanan-publik-wajib-bayar, pada 04 

April 2022. 

https://jdih.maritim.go.id/layanan-publik-wajib-bayar
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Menengah yang banyak memanfaatkan lagu dan/atau musik sebagai salah satu 

daya tarik terhadap bisnis yang dijalaninya pun menaruh perhatian terhadap 

pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.29 Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 berupaya memberikan perlindungan dan 

kepastian hukum kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait 

atas lagu dan/atau musik dan juga kepada setiap orang yang menggunakan secara 

komersial lagu dan/atau musik. 

Bentuk-bentuk layanan publik bersifat komersial telah dimuat dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Bentuk-bentuk layanan publik 

bersifat komersial tersebut antara lain seperti seminar, restoran, konser musik, 

kereta api, bazar, bioskop, toko, kantor, tempat rekreasi, televisi, radio, hotel, 

dan karaoke.30 Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki 

rumusan berbeda untuk menentukan besaran royalti , hal ini dapat dilihat pada 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 

HKI.2.OT.3.01-02 Tahun 2016.31 

Luky Prawenda selaku Seksi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional 

menjelaskan bahwa setiap pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak 

terkait harus bergabung menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) 

untuk mendapatkan royalti dari pengguna yaitu layanan publik bersifat 

 
 29Fitri Novia Heriani, Pemerintah Tegaskan Pengenaan Royallti Untuk Lindungi Hak 

Cipta, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-tegaskan-pengenaan-

royalti-untuk-lindungi-hak-cipta-lt60715a5e745e8, pada 03 April 2022. 
30Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.  

 31Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, PP Nomor 

56 Tahun 2021 Atur Royalti Lagu Musik Analog Sampai Digital, diakses dari  

https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2021-atur-royalti-lagu-musik-analog-sa 

mpai digital?kategori=Berita%2 0Resmi%20Desain%20Industri, pada 12 Mei 2022. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-tegaskan-pengenaan-royalti-untuk-lindungi-hak-cipta-lt60715a5e745e8
https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-tegaskan-pengenaan-royalti-untuk-lindungi-hak-cipta-lt60715a5e745e8
https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2021-atur-royalti-lagu-musik-analog-sa%20mpai%20digital?kategori=Berita%252%200Resmi%20Desain%20Industri
https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2021-atur-royalti-lagu-musik-analog-sa%20mpai%20digital?kategori=Berita%252%200Resmi%20Desain%20Industri
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komersial.32 Namun kenyataannya masih ada pencipta yang belum 

mendaftarkan lagu dan/atau musik ciptaannya kepada Lembaga Manajemen 

Kolektif, membuat pendistribusian royalti tidak dapat dilakukan dan 

pemanfaatan dari royalti lagu dan/atau musik ciptaannya tidak dapat dinikmati. 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk 

mengangkat suatu kajian mengenai royalti terhadap musik dan/atau lagu yang 

diputar pada layanan publik bersifat komersial dan mengaitkannya dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Penelitian dilakukan dalam sebuah 

skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN 

TARIF ROYALTI MUSIK PADA LAYANAN PUBLIK BERSIFAT 

KOMERSIAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 

TAHUN 2021”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan beberapa permasalahan 

yang akan diangkat adalah: 

1. Bagaimana mekanisme Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik Pasca 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021? 

2. Apa akibat hukum terhadap layanan publik bersifat komersial yang belum 

melakukan pembayaran royalti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

56 Tahun 2021? 

 
 32Moh. Dani Pratama Huzaini, Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksanaan Tata 

Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-

lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia-

lt5b8668951249c, pada 02 April 2022.  

https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia-lt5b8668951249c
https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia-lt5b8668951249c
https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia-lt5b8668951249c
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, maka tujuan 

terhadap penulisan skripsi yang akan diteliti adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai mekanisme Pengelolaan 

Royalti Lagu dan/atau Musik Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 

2021. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai akibat hukum layanan publik 

bersifat komersial yang belum melakukan pembayaran royalti sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil pada penelitian berupa skripsi ini antara 

lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan jawaban 

terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis, khususnya mengenai 

royalti terhadap sebuah musik dan/atau lagu.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan 

atau referensi terhadap berbagai kalangan khususnya kalangan mahasiswa 

yang ingin mempelajari ilmu-ilmu baru khususnya mengenai hak cipta. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan bermanfaat bagi 

penulis, praktisi baik di bidang hukum maupun bidang lainnya. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat dijadikan sebagai 

salah satu sebagai sumber pemahaman hukum terhadap hak cipta bagi 

berbagai kalangan yang terkait di dalamnya. 

 

E. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup pada penelitian ini memusatkan kepada perlindungan hukum 

dan akibat hukum terhadap pengenaan tarif royalti ciptaan berupa musik 

dan/atau lagu pada layanan publik bersifat komersial yang ditinjau berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak 

Cipta Lagu dan/atau Musik. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum yang sesuai dengan 

bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum 

dilaksanakan. Kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya mengenai 

pengaturan hukum dalam perundang-undangan, sehingga peraturan yang 

dibuat memiliki aspek yuridis.33 

 
 33Fernando M. Manulang, Hukum Dalam Kepastian, Bandung:  Prakarsa, 2007, hlm. 95. 
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Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum tidak hanya mencakup  

peraturan umum sehingga individu mengetahui perilaku apa yang 

diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, tetapi juga adanya jaminan 

hukum karena mereka dapat mengetahui apa yang dibebankan negara 

terhadap individu.34 

Penulis menggunakan teori kepastian hukum dalam penelitian ini untuk 

mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sudah mengatur 

mengenai mekanisme pendistribusian royalti sebuah lagu dan/atau musik 

yang belum menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif 

(LMK). 

 

2. Teori Akibat Hukum 

Akibat hukum adalah suatu akibat dari tindakan yang telah dilakukan 

pelaku untuk memperoleh suatu akibat yang diinginkan dan yang telah 

diatur oleh hukum. Tindakan ini juga dapat dinamakan sebagai tindakan 

hukum, dengan kata lain akibat hukum merupakan akibat dari suatu 

tindakan hukum.35 Selain itu, akibat hukum dapat didefinisikan sebagai 

setiap akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum 

 
 34Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 

23.   

 35 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 291.  
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terhadap objek hukum atau akibat-akibat yang diakui sebagai akibat hukum 

yang dihasilkan dari keadaan tertentu.36 

Beberapa wujud dari akibat hukum, yaitu:37 

a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum; 

b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua 

atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu 

berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain; 

c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum; 

d. Akibat hukum yang timbul karena melakukan tindakan yang telah 

dilarang dalam hukum apabila dalam kondisi yang wajar, namun akibat 

hukum tindakan tersebut dipertimbangkan dengan adanya kejadian-

kejadian darurat maka. 

Penulis menggunakan teori akibat hukum dalam membahas dan 

menganalisis akibat hukum dari layanan publik bersifat komersial yang 

belum melakukan pembayaran royalti sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2021. 

 

3. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Robert M. Sherwood, terdapat 5 

teori dasar yang ada pada perlindungan kekayaan intelektual, antara lain:38 

 
 36Artikel Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, “Akibat Hukum”, diakses dari 

http://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/, pada 1 Maret 2022.   

 37Ibid.  

 38Ranti Fausa Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era 

Perdagangan Bebas, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm. 46. 

http://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/
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a. Reward Theory 

Pada reward theory diutarakan bahwa sebagai bentuk perlindungan 

kepada inventor atau pencipta diberikan penghargaan atau reward 

terhadap suatu karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seorang 

pencipta.  

 

b. Recovery Theory 

Pada recovery theory dikatakan bahwa seorang penemu atau pencipta 

telah membuang waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan suatu 

karya harus diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang 

telah dikeluarkannya tersebut. 

 

c. Incentive Theory 

Pada incentive theory dikemukakan bahwa dengan memberikan insentif 

kepada para penemu atau pencipta dapat mendorong adanya lebih banyak 

lkegiatan-kegiatan penelitian yang berguna di masa yang akan datang. 

 

d. Risk Theory 

Pada risk theory berpendapat bahwa kekayaan intelektual merupakan 

hasil dari suatu penelitian yang mengandung risiko, sehingga wajar apabila 

memberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang 

mengandung risiko tersebut. 
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e. Economic Growth Stimulus Theory 

Pada economic growth stimulus theory dij bahwa perlindungan atas 

kekayaan intelektual diakui karena hal tersebut merupakan suatu alat 

pembangun ekonomi, yaitu suatu sistem perlindungan kekayaan 

intelektual yang efektif. 

Musik dan/atau lagu termasuk pada salah satu kekayaan intelektual yang 

dilindungi, oleh sebab itu penulis menggunakan teori perlindungan kekayaan 

intelektual dalam membahas dan menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 

56 Tahun 2021. 

 

G.  Metode Penelitian 

Metode penelitian atau research methods merupakan suatu cara dalam 

melakukan kajian dalam suatu kegiatan penelitian, sesuai dengan bidang studi 

yang akan dikaji.39 Adapun metode-metode yang akan digunakan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif, 

didukung dengan data lapangan sebagai pelengkap untuk lebih 

mendapatkan gambaran utuh dalam jawaban permasalahan. Pada buku 

Penelitian Hukum Normatif yang ditulis oleh Soerjono Soekanto bersama 

Sri Mamuji mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan 

 
 39Nurul Qamar, dkk, Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), Makassar: CV. 

Social Politic Genius (SIGn), 2017, hlm. 2. 
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penelitian hukum kepustakaan.40  Hal tersebut didasarkan pada tujuan untuk 

menganalisis dan mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan kasus 

hukum.41  

Penulis menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai peraturan yang 

akan dikaji oleh penulis. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pemecahan suatu permasalahan terhadap permasalahan yang diteliti 

tergantung kepada cara pendekatan hukum yang dilakukan.42 Pendekatan 

penelitian ini terdiri dari: 

a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa pendekatan 

perundang-undangan atau statute approach merupakan salah satu 

pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis pada suatu 

permasalahan hukum yang akan diangkat.43 Pendekatan perundang-

undangan diperlukan dalam melakukan suatu penelitian normatif, karena 

dalam penelitian ini yang akan dibahas lebih lanjut yaitu mengenai aturan 

hukum yang menjadi fokus terhadap suatu penelitian.44  

 
 40Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Kajian Singkat), 

Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm.23.  

 41Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pers, 1986, hlm. 43.  

 42Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 

Publishing, 2008, hlm. 299.  

 43H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, 

Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017, hlm. 98. 

 44 Johnny Ibrahim, op.cit, hlm. 302.  
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Pada penelitian ini peraturan yang menjadi fokus yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak 

Cipta Lagu dan/atau Musik.   

 

b) Pendekatan Analisis (Analytical Approach) 

Pendekatan analisis atau analytical approach yaitu melakukan 

analisis pada bahan hukum untuk mengetahui makna konsepsional yang 

tercantum dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan 

perundang-undangan.45 Singkatnya, pendekatan ini menganalisis isitlah-

isitlah yang ada pada peraturan perundang-undangan. 

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis berdasarkan pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 

Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. 

 

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

Jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber dari 

bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji 

terhadap penelitian ini, misalnya sumber yang berasal dari undang-undang, 

buku-buku, jurnal, artikel, internet, maupun karya ilmiah yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan dikaji.  

Bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu: 

 

 
 45Ibid, hlm. 310. 
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a) Bahan Hukum Primer 

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan, bahan hukum primer adalah 

bahan hukum yang bersumber dari perundang-undangan, risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan, maupun putusan hakim terdahulu.46 

Bahan primer yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 

Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan 

Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen 

Kolektif ; 

5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 

Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; 

6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penelitian. 

 

 

 

 
 46Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2005, hlm. 181. 
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b) Bahan Hukum Sekunder 

Sri Mamudji dalam bukunya menyatakan bahwa bahan hukum 

sekunder adalah suatu bahan hukum yang memberikan pemahaman 

mengenai bahan hukum primer yang digunakan. Bahan hukum sekunder 

terdiri dari: 47 

1. Buku-buku; 

2. Karya ilmiah; 

3. Jurnal; 

4. Makalah; 

5. dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian 

ini. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat 

menginterpretasikan  bahan hukum primer dan hukum sekunder.48 Bahan 

hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Ensiklopedia; 

2. Kamus Hukum; 

3. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); 

4. Media internet; 

5. Bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

 
 47Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit, hlm. 13. 

 48Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2003, hlm. 47.  
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan 

melakukan pencarian terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas. Peneliti dalam meneliti menggunakan bahan 

hukum primer seperti peraturan perundang-undangan mengenai isu yang 

akan dibahas, bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah, dan 

sebagainya.49 

 

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis pada bahan hukum merupakan proses pengelolaan data yang 

mana dalam melakukannya diperlukan ketelitian yang maksimal agar 

pemikiran dapat dicurahkan dengan baik. Peneliti membaca data yang telah 

dikumpulkan yang selanjutnya peneliti dapat menentukan analisis yang 

akan digunakan dalam penelitian yang dikajinya.50 

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh pada penelitian ini akan 

dianalisis kualitatif, yang mana analisis kualitatif menganalisis data 

berdasar dari gambaran-gambaran (deskripsi) atas temuan yang ada, maka 

dari itu analisis kualitatif lebih mengutamakan mutu dari suatu data.51 

Analisis kualitatif menganalisis data yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan, doktrin para ahli, dan sebagainya.52 

 
 49Peter Mahmud Marzuki, op.cit, hlm. 239-240.  

 50Suratman, H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, 2015, hlm 141.  

 51H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

Dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 19.  

 52H. Ishaq, op.cit, hlm. 70.  
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir yang menjawab rumusan-

rumusan masalah yang telah dikemukakan. Metode kesimpulan yang 

digunakan yaitu metode deduktif yang mana pada hal ini kesimpulan ditarik 

dari bahan-bahan yang bersifat umum menuju bahan-bahan yang bersifat 

khusus.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 53 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum  ̧Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 11.  
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